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PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR |J TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL

BUPATI SUMBA BARAT,

. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan
mengenai Pajak Hotel;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Hotel:

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984):

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Nomor 0001);




19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0036);

20. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Sumba Barat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik MNegara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel.

8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Waijib
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek
pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan
perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SuratKetetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waijib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile,
teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya
yang disediakan atau dikelola hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;




. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti
sosial lainnya yang sejenis; dan

. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat
dimanfaatkan oleh umum.
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Pasal 4

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada
grang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

BAB llI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
Hotel.

Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = jumlah pembayaran/seharusnya dibayar x 10% (sepuluh persen)
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat pelayanan hotel

BABV
MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.




(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap

serta ditandatangani oleh Waijib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran lampiran yang
diperlukan.

(3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk waijib pajak 1 (satu) lembar untuk
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12
(1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak
atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Waijib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau
nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

Pajak hotel merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran: atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.



. Pasal 15

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah
Pasal 16

(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan / atau salah hitung; dan
¢. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunds
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 18

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada
Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti
pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Waijib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran

pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
penelitian kepada Wajib Pajak;

¢. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;

d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, Kepala Dinas tidak
memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan: dan

e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau
membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.
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Pasal 20

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB Vil
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 21
(1) Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :

a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT:
d. SKPDLB;
e. SKPDN; dan
f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Waijib Pajak.

(S) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.



Pasal 24

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLE.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

BAB IX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 25

(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan
keringanan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala
Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus
memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada
Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua
puluh lima persen).

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.

(2) Kepala Dinas dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;




(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(1)

(2)

(3)

"

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

€. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala Dinas dengan alasan yang jelas;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
pengkajian dan penelitian;

c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d. Kepala
Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dianggap dikabulkan; dan

f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Waijib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: dan/atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Waijib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebuit.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Waijib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Waijib Pajak.

Pasal 28

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :

a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa;,

b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa: dan
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c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa
kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB Xl
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut sebagai berikut :
a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo: dan
b. neraca sederhana mengenai laba rugi perusahaan.

Pasal 30

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilakukan secara tertib, teratur dan
benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung
besarnya pajak terutang.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaijiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Waijib Pajak yang diperiksa waijib :
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan: dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32
(1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah  selaku perangkat daerah yang

melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel ditugaskan kepada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.
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BAB XV
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Jurni 202

o SEKRETARIXDAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR
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! LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL 2012
1.5PTPD PAJAK HOTEL
|
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR : |
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PAJAK DAERAH (SPTPD)
Jin. Weekarou Nomor : - Telepon Nomor | (0387) 22208 PAJAK HOTEL !
WAIKABUBAK {Diisi oleh DPPKD) '
R —
| I | I | I | | l k I_ | {Tulis masa / bulan dan tahun yang dilaporkan)
{Tulis NPWPD jika memiliki)
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
NAMA HOTEL/
PEMNGINAPAN U A ———
B. INFORMASI UMUM WAJIB PAJAK DAERAH
{Tulis nomor dan tanggal surat izin) (Tulis tanggal masa berlakunya)

UNTUK PENGUSAHA HOTELIPENGINAPAN
KELAS HOTEL/IPENGINAPAN

[] BINTANG LIMA [ ] BINTANG SATU [ | PENGINAPAN SEDERHANA
[ | BINTANG EMPAT [ lwisma [ ] TEMPAT KOST
[] BINTANG TIGA [ ]lHOSTEL [ ]MELATI

[ ] BINTANG DUA [ | PONDOK WISATA [ ] LAINLAIN

{ben tanda silang pada kolom kelas hotelipenginapan yang dimaksud)

FASILITAS HOTEL / PENGINAPAN YANG DIMILIKI

[ | RESTORAN ST Meja ;. Kursi [ ] TELEPON & FAX

[ 1BAR AT Meja | .o Kursi [ ] BUSINES CENTER
{Tulis jumiah meja dan kursi)

[ | DISKOTIK tLuas................ M2 [ ] FITNESS CENTER

[ ] LAUNDRY ] [ ] TAXI, RENTAL MOBIL

[ ] KOLAM RENANG ] [ ] TOKO/MINI MARKET

[ JLANLAN ] 1

(ben tanda silang pada kolom Fasilitas Hotel / Penginapan yang dimaksud)

KELAS / GOLONGAN KAMAR DAN TARIF

NO KELAS / TYPE KAMAR JUMLAH KAMAR TARIF PERMALAM (dalam Rupiah)
1.
2.
3.
4.
5.
TINGKAT HUNIAN (OCCUPANCY) HOTEL .......occovevecincenennnnn....... (Tulis % tingkat hunian)
gflt'.'laiil:in m R R FORM DPPKDhKab. Sumba Barat - 001
b).Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak; R .
c).Lembar 2 (Kuning) untuk DPPKD




Y SPT PAJAK HOTEL

C. INFORMASI LAIN ATAS USAHA WAJIB PAJAK

KOMPOSIS] KARY AWAN

KARYAWAN TETAP: KARYAWAN TIDAK TETAP/HONOR:
1) DIREKSI (L R ——— ORANG
2) MANAGER 2) MANAGER  .......coovens ORANG
3) PELAKSAMNA 3) PELAKSANA ... ORANG
MENGGUNAKAN MESIN KAS REGISTER Jva [] moak
MENGGUNAKAN BILL YANG DIPERFORASI [ va [ oAk
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN USAHA ] [ ] moak

JIKA TELAH MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SISTEM PEMBUKUAN YANG DITERAPKAN ADALAH

SEDERHAMNA MEMADAI /ICUKUP BAIK SESUAI DENGAN SISTIM
AKUNTASI YANG LAZIM

{beri tanda silang pada kolom - kolom yang dimaksud)

D. JUMLAH PAJAK YANG DILAPORKAN

URAIAN SiD BULAN LALU {Rp) BULAN INI (Rp) S/D BULAN INI (Rp)
1) Penjualan Kamar
2) Penjualan Makanan dan
Minuman (Restoran)
3) Penerimaan Jasa Laundry
4) Penerimaan Sewa Ruangan
5) Service /lasa lainnya:

JUMLAH OMZET
PENJUALAN

Pajak Daerah Terhutang (10%)

Pajak Daerah yang telah disetor
melalui SSPD

Pajak Daerah Lebih / Kurang
bayar

E. DATA PENDUKUNG

SSPD REKAPITULASI = L I e
FENERIMAAN @ | ) ] N e

(beri tanda silang pada kolom -kolom yang dimaksud sesuai data pendukung yang dirmiliki)

Demikiariah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benamya dan apabila dikemudian han terdapat kelidakbenaran,
kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Diterima oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Waikabubak, ...................ccocvvvnveenn. 20 0.
Tanggal .............ooovvieiiiiaannn Waijib Pajak / Penyetor
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda fangan
Namajelas: .........oooevevivenennannnn Namajelas: ..........coocevvnens

Catatan :
a).Diisi dengan huruf CETAK; FORM Dy D Kak. Sumba Barat - 001
b).Lembar 1 (putih) untuk Waijib Pajak; hglaman 2
<l.Lembar 2 (Kuning) untuk DPPKD E

/BUPATI SYMBA BARAT, é

IETER PANDANGO




2. SKPD Pajak Hotel

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR

TANGGAL 2012

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

SKPD

(SURATKETETAFAN PAJAK DAERAH)

MNomor

Jin Weekarou No. Telp (0387)22208 Masa Pajak
Tahun

Nama
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo
NOMOR AYAT JENIS PAJAK JUMLAH
1 Pajak Hotel

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK

DENDA

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA

DENGAN HURUF

PERHATIAN :

Keuangan Daerah

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah

yang berlaku
Waikabubak,.......ccoceeeiiiiniiniie
an. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumba Barat,
Kepala Bidang Pendapatan,
NIP.
Kepada Yth.

Direktur Utama Bank NTT/BKP agar menerima
penyetoran untuk penerimaan Pajak Daerah ke rekening
Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kab. Sumba Barat

Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan /

Cap BKP/Pejabat BANK :

.

2w/

- BUPATI

M

MBA HARAT,

|

f JUBILATE PIETER
-




' LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR
TANGGAL 2012

Kepada
Yth. SAT i oo

Waikabubak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)

Nomor e vosee T@hun Pajak
Tanggal diterbitkan B Masa Pajak @
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran '

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (l) huruf a angka 1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor .... Tahun 2012 telah
dilakukan penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Waijib Pajak :

NPWPD/ NPPD #S=bkd EATEN B P4 B

Nama Wajib Pajak

Alamat

Jenis Pajak e = i s £ B W Kade Jens Pajsk |

2. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak yang masih harus dibayar
sebagai berikut :

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.
PAJAK TERUTANG Rp. o S
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR RO

PAJAK KURANG BAYAR Rp.

DENDAMENURUTPASAL . RP.
BUNGA MENURUT PASAL el Rp. ...

JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR L e —

. Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

Perhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini.

2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

3. Pembayaran melalui SSPD pada Kas Daerah/ Bank NTT Waikabubak.

-------------------------------------------------------------- BUE = e s o o e oo e e e S R S S S S S S S ST R RS EEe

TANDA TERIMA SKPDKB
Nama
Alamat
NPPD/ NPWPD !
Pajak . Rp.
Tanggal Terima :
Tanda tangan

/ BUPATI SU

™

W




’ LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR
TANGGAL 2012

Kepada
Wih. Barl 1 ociiiinesiissinivinsinssmmaias

Waikabubak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

Nomor e e v R Tahun Pajak @ .
Tanggal diterbitkan o S e s Masa Pajak
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ...... Tahun 2012 telah dilakukan penelitian
Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Waijib Pajak :

NPWPD/ NPPD (o OO O L ff

Nama Waijib Pajak L Kode Pos HEE
Alamat G s T e R T S e LT
8 et B W IR L

Jenis Pajak Kode Jenis Pajak

2. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak yang masih harus dibayar
sebagai berikut :

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.
PAJAK TERUTANG

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR

PAJAK YANG KURANG BAYAR

TAMBAHAN 100% MENURUT PASAL ..

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

Perhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini.

2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

3. Pembayaran melalui SSPD pada Kas Daerah/ Bank NTT di Waikabubak.

R 1| e —————— A e e L L R e
TANDA TERIMA SKPDKBT

Nama

Alamat

NPPD/ NPWFD ;

Pajak . Rp.

Tanggal Terima :

Tanda Tangan

* JUBHATE PIETER FANDAHGU;




» LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR
TANGGAL 2012

Kepada
Y. B s o

Waikabubak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLE)

MNomor 1 G Tahun Pajak :
Tanggal diterbitkan = - Masa Pajak

A. Berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ....... Tahun 2012 telah dilakukan penelitian
Administrasif Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak :

NPWPD/ NPPD 1) 0T ) O [CTTTT1

NamaWajib Pajak = ST, e [ T T 1 1 ]
Alamat : e —
Nama Usaha B et g e it kaeros [ | | | | |

. Alamat B i
Jenis Pajak g = e Kol dunds Pk (1]

B. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak sebagai berikut :

DASAR PENGEMNAAN PAJAK/ OMZET Rp.
PAJAK TERHUTANG Rp. o
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR Bp. {-)

PAJAK YANG LEBIH BAYAR

Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

Perhatian :
. 1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini.
2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar.
3. Pembayaran melalui SSPD dan dilakukan pada Bank NTT.

semsEsEEAEsAmSASssES SassssssssEmEsmssmsssas eerssmein G cracanamenn- —mmmsmamamasassssmssssssSmamammsmmmmassmamssmas

' TANDA TERIMA SKPDLB

Nama

Alamat

NPPD/ NPWPD :
Pajak . Rp.
Tanggal Terima :
Tanda Tangan
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A LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR
TANGGAL 2012
Kepada

Waikabubak
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
(SKPDN)
Nomor R i e Tahun Pajak :
Tanggal diterbitkan T ——————— Masa Pajak :

A. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Huruf ¢ Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ........ Tahun 2012 telah dilakukan
penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak :

HERDIIE S EEE TR = SRR

Nama Waijib Pajak Kade Pes | | E_|

. Nama Usaha o Kode Pos [ [ _l

Alamat

Jenis Pk ramr e paum T

B. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak sebagai berikut -

Alamat

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.
PAJAK TERHUTANG Rp. o
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR Rp.

{-}

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. NIHIL

Kepala Dinas Pendapatan dan

.F&rhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini.

2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

3. Pembayaran melalui SSPD dan dilakukan pada Bank NTT.

TANDA TERIMA SKPDKBT

Nama

Alamat

NPPD/ NPWFPD :
Pajak . Rp.
Tanggal Terima :
Tanda Tangan
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